
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR  21  TAHUN 2011 

TENTANG 

KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK / MULTIYEARS 
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI  BULUNGAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan 
daerah, untuk memberikan kepastian hukum guna menciptakan 
iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan 
keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang 
bersifat strategis dan berskala besar yang mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Bulungan namun tidak dapat dilaksanakan dalam 1 
(satu) tahun anggaran perlu diselesaikan dengan Tahun Jamak; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, menyebutkan bahwa 
Program/ kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan 
gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan 
tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak /Multiyears 
Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959  tentang  Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok  Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043);  

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4327); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor 79 Tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Aas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

25. Peraturan  Pemerintah  Nomor 34 Tahun  2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cata Pelaksanaan 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5209); 

30. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah 
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

33. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsktruksi; 

34. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standard 
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsktruksi; 
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35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam 
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 
Nomor 1); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2011 Nomor 20); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan  

BUPATI BULUNGAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK / 

MULTIYEARS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

5. Kegiatan Tahun Jamak (MULTIYEARS) adalah pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang 
dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Bulungan, APBD Provinsi, 
APBN dan/atau Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

6. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang /layanan jasa. 

7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah 
Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

9. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. 

10. Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak 
terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per 
tahun. 

11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. 

12. Dokumen Kontrak adalah seperangkat dokumen yang berisikan perjanjian 
untuk mengatur hubungan kerja antara pengguna barang/jasa dan penyedia 
barang/jasa antara lain hak dan kewajiban beserta transaksi dan penyelesaian 
perselisihan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, penyerahan, 
dan pengguna/gagal bangunan. 

13. Kontrak Induk adalah kontrak perikatan pengadaan barang/jasa berdasarkan 
kinerja dengan skema tahun jamak yang mencantumkan paling tidak dasar-
dasar perjanjian, definisi, tujuan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak 
termasuk alokasi resiko, jaminan pelaksanaan, jangka waktu perjanjian, 
tahapan operasional, larangan pengalihan kontrak, indikator kinerja dan sanksi,  
mekanisme pengawasan kinerja, penyelesaian sengketa, keadaaan memaksa, 
ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan tentang kontrak anak. 

14. Kontrak Tahunan adalah kontrak penugasan pengadaan barang/jasa layanan 
bersifat tahunan yang mencantumkan paling tidak volume pekerjaan, harga 
satuan, spesifikasi teknik, serta parameter kinerja dan ketentuan sanksi.  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak /Multiyears adalah : 

a. mengatur pelaksanaan kegiatan tahun jamak / Multiyears agar dapat 
dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kesepakatan Pemerintah 
Daerah bersama DPRD Kabupaten Bulungan; 

b. memberikan kepastian hukum, arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian 
suatu kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 

tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran sehingga diselesaikan dengan tahun jamak; 

c. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian 
penyelesaian kegiatan; 

d. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu 
kegiatan karena hanya dilakukan satu kali proses lelang dengan pemanfaatan 
dana lebih efektif dan efisien; dan 

e. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan 
untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. 

BAB III 

KEGIATAN TAHUN JAMAK / MULTIYEARS 

Pasal 3 

Kegiatan yang pelaksanaannya diperkirakan lebih dari satu tahun anggaran atau 
kegiatan tahun jamak / Multiyears, antara lain :  
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1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga; 
2. Pembangunan Gedung Kantor DPRD; 
3. Pembangunan Gedung Kantor II (Universitas Kaltara); 
4. Pembangunan Markas Pemadam Kebakaran; 
5. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Sungai Buaya; 
6. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai Tepi Sungai 

Kayan Di Salimbatu; 
7. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai Tepi Sungai 

Kayan Di Teras Baru-Lebong; 
8. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai Tepi Sungai 

Sabanar Di Sabanar; 
9. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai Tepi Sungai 

Sabanar Di Selimau; 
10. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai Tepi Sungai 

Kayan Di Teras Nawang; 
11. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi; 
12. Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah Sdn 019 Tanjung Selor; 
13. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Km 12; 
14. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pulau Bunyu Di Bunyu; 
15. Jasa Kebersihan (Cs) Gedung/Kantor Dan Lapangan; 
16. Belanja Pemeliharaan Halaman / Taman Gedung Kantor Dan Lapangan; 
17. Jasa Pemuatan Advetorial / Iklan Media Cetak; 
18. Langganan Broadband Internet Akses Di Lingkungan Kantor Bupati Bulungan; 
19. Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Dr. H. Soemarno Sostroadmodjo Tanjung 

Selor; 
20. Pengadaan Bahan Logistik RSUD Dr. H. Soemarno Sostroadmodjo (Makanan 

Pasien, Laundry, Gas Medis); 
21. Pembangunan Site Development Sirkuit Road Race; 
22. Peningkatan Perasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan; 
23. Pembangunan Jembatan Sungai Selor (120 M); 
24. Pembangunan Jembatan Di Long Beluah (40 M); 
25. Pembangunan Jalan Mangkupadi-Pidada (5,5 Km); 
26. Pembangunan Jalan Pidada-Kampung Baru (7,6 Km); 
27. Pembangunan Jembatan Sungai Keburau (90 M); 
28. Pembangunan Badan Jalan Di Belakang Pasar Induk; 
29. Peningkatan Jalan Desa Salimbatu-Desa Silva Rahayu SP VI (10,45 Km); 
30. Peningkatan Ruas Jalan Desa Kelubir Menuju Desa Silva Rahayu SP VI (5,337 

Km); 
31. Peningkatan Ruas Jalan Desa Antutan-Desa Pejalin (8,762 Km); 
32. Pembangunan Gedung Pkk Perkemahan Kab. Bulungan; 
33. Pembangunan Jembatan Sungai Terusan Di Tanjung Selor (80 M); 

34. Peningkatan Jalan Tanjung Palas- Salimbatu (13 Km); 
35. Peningkatan Ruas Jalan Gunung Seriang-Long Beluah (49,5 Km); 
36. Peningkatan Jalan Long Beluah - Long Peso (85 Km); 
37. Peningkatan Jalan Sekatak Buji - Upt Trans (2,720 Km); 
38. Peningkatan Jalan Simpang Tanah Kuning-Tanah Kuning (44,535 Km); 
39. Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan Kabupaten Bulungan meliputi : 

- Kecamatan Tanjung Palas Timur; 
- Kecamatan Tanjung Palas Barat; 
- Kecamatan Tanjung Palas Utara-Kec. Sekatak; dan  
- Kecamatan Tanjung Palas Tengah. 

BAB IV 

WAKTU PELAKSANAAN 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan penganggaran biaya Kegiatan Tahun Jamak / Multiyears, sumber 
dana dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Anggaran yang 
dimulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai Tahun Anggaran 2015, kecuali 
untuk pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) pada tahun terakhir 
penganggaran. 



7 

 

(2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak 
/Multiyears, sesuai dengan waktu yang disepakati dalam dokumen surat 
perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa. 

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan 
atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan 
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana 

setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan Tahun Jamak/Multiyears. 

(2) Kegiatan Tahun Jamak / Multiyears, dibiayai melalui APBD Kabupaten 
Bulungan yang dianggarkan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, terhitung mulai 
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dengan total biaya 
sebesar Rp.1.653.196.332.524,34 (Satu Triliyun Enam Ratus Lima Puluh Tiga 
Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu 
Lima Ratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

(3) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak 
melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. 

(4) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena 
hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

BAB VI 

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sesuai dengan tahapan 
jadwal pembayaran. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk 
membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia 
barang/jasa. 

(3) Ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab antara Pemerintah 
Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak 
(Multiyears), diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan Tahun Jamak 
(Multiyears). 

BAB VII 

PENYESUAIAN HARGA 

Pasal 7 

(1) Penyesuaian harga (eskalasi) dapat diberikan Pemerintah daerah kepada 
Penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat 
diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan 
dokumen kontrak dan harus mendapat pesetujuan DPRD. 
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(3) Apabila terjadi penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.        

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 30 Nopember 2011 

BUPATI  BULUNGAN, 
 

ttd. 
 

BUDIMAN ARIFIN 

 
Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 30 Nopember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 
 

ttd. 
 
                           SUDJATI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 21. 
 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a  

Nip.196403281995032001 

 



LAMPIRAN : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 21 TAHUN 2011 
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK/ 
MULTIYEARS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015. 

RINCIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK/MULTIYEARS TAHUN 2011-2015 SEBAGAI BERIKUT : 

NO. NAMA KEGIATAN LOKASI 
WAKTU 

PELAKSAN
AAN 

RENCANA TOTAL 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA ANGGARAN (Rp.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA OLAH RAGA 

Telur Pecah 42 Bulan  71,762,028,274.52   2,568,500,000.00    17,298,382,068.63    17,298,382,068.63  17,298,382,068.63  17,298,382,068.63  

2 PEMBANGUNAN GEDUNG 
KANTOR DPRD 

KM 9 42 Bulan   74,726,772,386.00   2,050,000,000.00    18,169,193,096.50    18,169,193,096.50  18,169,193,096.50  18,169,193,096.50  

3 PEMBANGUNAN GEDUNG 

KANTOR II (UNIVERSITAS 
KALTARA) 

Jl. 
Sengkawit 

36 Bulan     36,369,380,000.00   4,616,413,550.00  7,938,241,612.50  7,938,241,612.50     7,938,241,612.50  7,938,241,612.50  

4 PEMBANGUNAN MARKAS 
PEMADAM KEBAKARAN 

Jl. Katamso 36 Bulan  12,018,826,284.00      517,500,000.00  2,875,331,571.00      2,875,331,571.00     2,875,331,571.00     2,875,331,571.00  

5 PENYEDIAAN SARANA DAN 

PRASARANA AIR BERSIH DI  
SUNGAI BUAYA 

Tanjung 
Selor 

40 Bulan   38,000,000,000.00  12,688,266,000.00  6,327,933,500.00      6,327,933,500.00     6,327,933,500.00  6,327,933,500.00  

6 REHABILITASI DAN 
PEMELIHARAAN BANTARAN 
DAN TANGGUL SUNGAI TEPI 

SUNGAI KAYAN DI 
SALIMBATU 

Salimbatu 40 Bulan 71,404,904,000.00    7,807,105,800.00    15,899,449,550.00   15,899,449,550.00  15,899,449,550.00  15,899,449,550.00  

7 REHABILITASI DAN 
PEMELIHARAAN BANTARAN 

DAN TANGGUL SUNGAI TEPI 
SUNGAI KAYAN DI TERAS 
BARU- LEBONG 

Desa Teras 
Baru dan 
Lebong 

40 Bulan       84,538,740,000.00     5,366,600,000.00    19,793,035,000.00    19,793,035,000.00  19,793,035,000.00  19,793,035,000.00  

8 REHABILITASI DAN 
PEMELIHARAAN BANTARAN 

DAN TANGGUL SUNGAI TEPI 
SUNGAI SABANAR DI 
SABANAR 

Sabanar, Tg. 
Selor  

40 Bulan 50,352,052,000.02  1,881,477,935.50    12,117,643,516.13    12,117,643,516.13  12,117,643,516.13  12,117,643,516.13  

9 REHABILITASI DAN 
PEMELIHARAAN BANTARAN 

DAN TANGGUL SUNGAI TEPI 
SUNGAI SABANAR DI 
SELIMAU 

Selimau 40 Bulan 75,006,685,000.00     1,150,000,000.00    18,464,171,250.00  18,464,171,250.00  18,464,171,250.00  18,464,171,250.00  
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10 REHABILITASI DAN 
PEMELIHARAAN BANTARAN 

DAN TANGGUL SUNGAI TEPI 
SUNGAI KAYAN DI TERAS 
NAWANG 

Teras 
Nawang 

40 Bulan 49,035,969,000.00        950,000,000.00    12,021,492,250.00    12,021,492,250.00  12,021,492,250.00  12,021,492,250.00  

11 REHABILITASI SEDANG/ 
BERAT GEDUNG KANTOR 

DINAS PERTAMBANGAN DAN 
ENERGI 

Tanjung 
Selor 

40 Bulan       10,630,431,655.00     2,500,000,000.00  2,032,607,913.75      2,032,607,913.75  2,032,607,913.75  2,032,607,913.75  

12 REHABILITASI 
SEDANG/BERAT SEKOLAH 
SDN 019 TG. SELOR 

Tanjung 
Selor 

40 Bulan       15,170,476,000.00  3,189,765,000.00       2,995,177,750.00      2,995,177,750.00     2,995,177,750.00  2,995,177,750.00  

13 PENYEDIAAN SARANA DAN 
PRASARANA AIR BERSIH KM 
12 

Tanjung 
Selor KM 12 

40 Bulan 40,000,000,000.00  3,287,757,365.00  9,178,060,658.75      9,178,060,658.75  9,178,060,658.75       9,178,060,658.75  

14 PENYEDIAAN SARANA DAN 

PRASARANA AIR BERSIH 
PULAU BUNYU 

Bunyu 40 Bulan       10,994,800,000.00  468,000,000.00       2,631,700,000.00  2,631,700,000.00     2,631,700,000.00  2,631,700,000.00  

15 JASA KEBERSIHAN (CS) 
GEDUNG/KANTOR DAN 
LAPANGAN 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan         3,172,719,000.00  -         1,057,573,000.00      1,057,573,000.00     1,057,573,000.00  -    

16 BELANJA PEMELIHARAAN 

HALAMAN / TAMAN 
GEDUNG KANTOR DAN 
LAPANGAN 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 3,534,795,000.00                               -    1,178,265,000.00     1,178,265,000.00     1,178,265,000.00                                     
-    

17 JASA PEMUATAN 

ADVETORIAL / IKLAN MEDIA 
CETAK 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 3,000,000,000.00                               -    1,000,000,000.00      1,000,000,000.00     1,000,000,000.00  -    

18 LANGGANAN BROADBAND 
INTERNET AKSES DI 
LINGKUNGAN KANTOR 
BUPATI BULUNGAN 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 1,980,000,000.00                               -            660,000,000.00        660,000,000.00          660,000,000.00                                   
-    

19 PENYEDIAAN JASA 
KEBERSIHAN RSUD dr. H. 
SOEMARNO 

SOSTROADMODJO TG. 
SELOR 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan         2,558,178,999.99  -                                           852,726,333.33          852,726,333.33        852,726,333.33  -    

20 PENGADAAN BAHAN 
LOGISTIK RSUD dr. H. 
SOEMARNO 

SOSTROADMODJO 
(MAKANAN PASIEN, 
LAUNDRY, GAS MEDIS) 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan         6,086,873,000.01  -        2,028,957,666.67      2,028,957,666.67  2,028,957,666.67                                -    
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21 PEMBANGUNAN SITE 
DEVELOPMENT SIRKUIT 
ROAD RACE 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan       35,065,139,000.00     5,112,080,000.00  7,488,264,750.00      7,488,264,750.00  7,488,264,750.00     7,488,264,750.00  

22 PENINGKATAN PERASIONAL 
DAN PEMELIHARAAN 
SARANA DAN PRASARANA 
PERSAMPAHAN 

Kab. 
Bulungan 

36 Bulan       21,135,456,000.00                               -        7,045,152,000.00     7,045,152,000.00  7,045,152,000.00                                 -    

23 PEMBANGUNAN JEMBATAN 
SUNGAI SELOR (120 M) 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 38,010,075,000.00    2,045,000,000.00      8,991,268,750.00     8,991,268,750.00     8,991,268,750.00  8,991,268,750.00  

24 PEMBANGUNAN JEMBATAN 
DI LONG BELUAH (40 M) 

Kec. Tg. 
Palas Barat 

36 Bulan     10,004,066,625.00      730,000,000.00      2,318,516,656.25      2,318,516,656.25     2,318,516,656.25  2,318,516,656.25  

25 PEMBANGUNAN JALAN 
MANGKUPADI - PIDADA (5,5 
KM) 

Kec. Tg. 
Palas Timur 

36 Bulan 29,672,626,200.00  14,966,600,000.00       3,676,506,550.00    3,676,506,550.00  3,676,506,550.00     3,676,506,550.00  

26 PEMBANGUNAN JALAN 
PIDADA - KAMPUNG BARU 
(7,6 KM) 

Kec. Tg. 
Palas Timur 

36 Bulan 36,334,368,600.00     3,585,000,000.00       8,187,342,150.00      8,187,342,150.00     8,187,342,150.00  8,187,342,150.00  

27 PEMBANGUNAN JEMBATAN 
SUNGAI KEBURAU (90 M) 

Kec. Tg. 
Palas Barat 

40 Bulan 22,054,284,375.00     1,780,000,000.00       5,068,571,093.75      5,068,571,093.75    5,068,571,093.75  5,068,571,093.75  

28 PEMBANGUNAN BADAN 
JALAN DI BELAKANG PASAR 
INDUK 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 7,028,865,750.00  -         1,757,216,437.50  1,757,216,437.50  1,757,216,437.50     1,757,216,437.50  

29 PENINGKATAN JALAN DESA 

SALIMBATU-DESA SILVA 
RAHAYU SP VI(10,45 KM) 

Kec.Tg.Palas 

Tengah dan 
Tg. Palas 
Utara 

40 Bulan       43,035,652,050.00  -      10,758,913,012.50   10,758,913,012.50  10,758,913,012.50  10,758,913,012.50  

30 PENINGKATAN RUAS JALAN 
DESA KELUBIR MENUJU 

DESA SILVA RAHAYU SP VI 
(5,337 KM) 

Kec. Tg. 
Palas Utara 

36 Bulan       14,862,867,975.00                               -        3,715,716,993.75      3,715,716,993.75  3,715,716,993.75     3,715,716,993.75  

31 PENINGKATAN RUAS JALAN 
DESA ANTUTAN-DESA 
PEJALIN (8,762 KM) 

Kec. Tg. 
Palas 

40 Bulan       22,697,920,825.00                               -    5,674,480,206.25      5,674,480,206.25  5,674,480,206.25  5,674,480,206.25  

32 PEMBANGUNAN GEDUNG 
PKK PERKEMAHAN KAB. 
BULUNGAN 

Tanjung 
Selor 

24 Bulan         9,069,345,000.00                               -    2,267,336,250.00  2,267,336,250.00     2,267,336,250.00     2,267,336,250.00  

33 PEMBANGUNAN JEMBATAN 

SUNGAI TERUSAN DI 
TG.SELOR (80 M) 

Tanjung 
Selor 

36 Bulan 29,725,000,000.00    1,780,000,000.00       6,986,250,000.00      6,986,250,000.00     6,986,250,000.00  6,986,250,000.00  

34 PENINGKATAN JL. TANJUNG 
PALAS- SALIMBATU (13 KM) 

Kec. Tanjung 
Palas 

40 Bulan       28,197,977,550.00     1,550,000,000.00  6,661,994,387.50  6,661,994,387.50     6,661,994,387.50  6,661,994,387.50  
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35 PENINGKATAN RUAS JALAN 
GUNUNG SERIANG-LONG 
BELUAH (49,5 KM) 

Kec. Tanjung 
Selor 

48 Bulan     110,096,937,150.00  -    27,524,234,287.50  27,524,234,287.50  27,524,234,287.50  27,524,234,287.50  

36 PENINGKATAN JALAN LONG 
BELUAH - LONG PESO (85 
KM) 

Kec. Tg. 
Palas Barat 

48 Bulan 237,009,758,824.80                                 
-    

  59,252,439,706.20    59,252,439,706.20  59,252,439,706.20  59,252,439,706.20  

37 PENINGKATAN JALAN 
SEKATAK BUJI - UPT TRANS 
(2,720 KM) 

Kec. Sekatak 24 Bulan         2,853,119,000.00  -    1,426,559,500.00     1,426,559,500.00  -                                   -    

38 PENINGKATAN JALAN 
SIMPANG TANAH KUNING-
TANAH KUNING (44,535 KM) 

Kec. Tg. 
Palas Timur 

48 Bulan 135,999,242,000.00  -     33,999,810,500.00    33,999,810,500.00  33,999,810,500.00  33,999,810,500.00  

39 PEMBANGUNAN JARINGAN 

LISTRIK PERDESAAN KAB.  
BULUNGAN MELIPUTI 
KECAMATAN : 

- TG. PALAS, TIMUR; 
- TG. PALAS BARAT ; 
- TG. PALAS UTARA-

SEKATAK ;  DAN  
- TG.PALAS TENGAH. 

Kecamatan 

 

36 Bulan 160,000,000,000.00                               -    40.000,000,000.00  40.000,000,000.00 40.000,000,000.00 40.000,000,000.00 

T O T A L 1,653,196,332,524.34 80,590,065,650.50 397,320,514,968.46 397,320,514,968.46 395,893,955,468.46 382,071,281,468.46 

BUPATI BULUNGAN, 

   ttd.  

    BUDIMAN ARIFIN 

 
 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a  

Nip.196403281995032001 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal  30 Nopember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

                          ttd. 

                      SUDJATI 

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 21. 
 


